BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil simpulan antara lain;

1. Konsekuensi hukum yang diterima para pihak yang berperkara dalam
Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG
dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII
Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat adalah
a. Bahwa Ketua dan Sekretaris KAN Guguk VIII Koto yang

menerbitkan Surat Keputusan KAN tanggal 13 Maret 1995
No0.90.P/KAN-GG/1994; telah dibatalkan secara mutatis mutandis
oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

b. Bahwa berdasarkan amar putusan Majelis Hakim Peradilan Tata
Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG tersebut
memerintahkan Pengurus KAN Guguk VIII Koto untuk mencabut
Surat Keputusan KAN Guguk VII Koto N0.90.P/KAN-GG/1994
secara mutatis mutandis.

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam
Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG
dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII
Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut;

a. Bahwa SK KAN Guguk VIII Koto tanggal 13 Maret 1995
N0.90.P/KAN-GG/1994 tentang penetapan Maspar Johan suku

Caniago Burai Desa Tiakar tidak dapat menyandang gelar Dt.Patih
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karena keturunan Dt.Patih punah, padahal kenyataannya Kaum
Dt.Patih masih ada (kaum Maspar Johan).

b. Bahwa Hakim menyatakan berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera
Barat No0.13/1983 dan Instruksi Gubernur Sumatera Barat
No0.04/Inst/GDB/1994 sebenarnya sudah merupakan putusan yang sah.

c. Bahwa Maspar Johan sebagai Penggugat merupakan orang yang
berkepentingan dalam mengajukan gugatan di depan Peradilan Tata
Usaha Negara Padang yang mengakibatkan di keluarkannya Surat
Keputusan KAN Guguk VIII Koto (objek sengketa) dan Surat
Keputusan KAN tersebut merugikan Maspar Johan dan anggota kaum

suku Caniago Burai di bawah payung DT.PATIH.

B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain
sebagai berikut;

1. Agar Kerapatan Adat Nagari (KAN ) sebagai Lembaga Adat Tertinggi di
Nagari di Minangkabau dalam menyelesaikan sengketa adat baik sako
maupun pusako berpegang kepada hukum positif yang berlaku seperti
Peraturan Daerah, SK Gubernur dan Instruksi Gubenur yang mengatur
tugas dan fungsi KAN di Minangkabau.

2. Agar pengurus KAN memahami dan mempelajari payung hukum yang
berlaku untuk KAN dalam penyelesaian perkara perkara adat adat agar
setiap keputusan yang diambil oleh KAN dalam Surat Keputusannya tidak

merugikan Masyarakat hukum adat.
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